PARAF PERSETUJUAN

KEPALA PD SEKRETARIS
PEMRAKARSA DAERAH

iy

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR....... TAHUN.......
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)

Mengingat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun
2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjuinya disebut APB
Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
Pendapatan Kalurahan adalah hak Pemerintah Kalurahan yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Kalurahan adalah kewajiban Pemerintah Kalurahan yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
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Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.

Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran
dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang
dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya
disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan keuangan
Kalurahan.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK
adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan
Kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKK.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya
disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan
adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPa adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kalurahan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (ocutput) dalam bentuk barang/jasa.

Pedoman Penyusunan APB Kalurahan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan,
pembahasan dan penetapan APB Kalurahan.

Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan heberapa
padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta
kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten
Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
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Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang
merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas,
dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Carik adalah sebutan dari Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten
Gunungkidul.

Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten
Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat,
unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.

Staf Pamong Kalurahan adalah sebutan Staf Perangkat Desa di wilayah
Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu
melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal
adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten
Gunungkidul yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam
memberdayakan masyarakat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.

Panewu adalah kepala kapanewon.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2
Pedoman penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kalurahan
dan RKP Kalurahan;
b. prinsip penyusunan APB Kalurahan;
c. kebijakan penyusunan APB Kalurahan;
d. teknis penyusunan APB Kalurahan; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
Uraian Pedoman Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN...NOMOR...



